BUPATI DAIRI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR U TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFPATI DAIRI,

bahwa dalam rangka tertib administras! penyusunen produk hukum
daerah, periu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan
instansi terkait;

bahwa Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupatli Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Prosadur dan Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dairi, perlu dilakukan penyempurnasan;

bahwa untuk memenuhi sehagaimana dimaksud huruf a dan &, perlu
ditetapkan Peraturan Bupatl Dalri tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1864 lentany Pembantukan
Daerah Tingkat il Dairi {Lembaran Negara Tahun 1384 Momor 8,
Tambahan Lambaran Negara Nomor 2688},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389},

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 femtang Pamerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengen
Peraturan Pemerintah Panggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahuh
2005 fentang Perubshan Atas Undeng-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2005 Nomor 28 Tambshan Lembaran Negara
Nomor 4483) yang telah di tetapkan dangan Undang-Undang MNomor
& Tahun 2005 {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomar 108, Tambahan Lembaran Negara MNomor 4548);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Dl Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Koia; : ’

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daeral,

_ Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Prosedut Panyusunan Produk Hukum Daeraty,
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Dagrah;

8. Peraturan Bupati Dairt Nomor 13 Tahun 2005 tenteng Pedoman Tala
Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Dairl (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur dan
+ Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemarintah Kabupaten Daist
(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 15);

10. Peraturan Bupat! Dairi Nomor /3. Tahun 2007 tentsng Jenis dan
Bentuk Praduk Hukum Daerah (Berfta Dasrah Kabupaten Dairi Tahun
2007 Nomor 13..).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH. ! '
’ BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yany dimaksud dn‘gan.:

1. Dzerah adaiah Kabupaten Dairi; '

2. Bupati adalsh Bupati Dairl;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi:
4." Sekretaris Daerah adalah Sekretatis Daerah Kabupeten Dall;
8

+ Peraturan Daerah adslah Produk Hukum Daerah yang mengatur urusan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peratursn parundang-
undangan yang lebih tinggi yang ditetapken oleh Bupati dengan perselujuan Dewan
Parwakilen Rakyat Daersh; :

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikefuarkan
untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang febih tinggi dan sifatnya
mengatur (Regeling) .

7. Peraturan Bersama Bupasti adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh
Bupati sebegai pihak’ pemrakarsa dengén pihak Pemerintah Daerah lain untuk
mengatur sesuaty Urusan yang menyangkut kepantingan bersama.

8. Perjanjian Bersama adalah suatu perjanjian bersams yang mengikal antara pihak-
pihak tertentu untuk melakukan tindakaniperbuatan hukum yang telah disepakati
bersama.

9. Kaputusan Bupeti adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daserah, Peraturan Bupati
atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas
desentralisasi dan tugas pambantuan.

10. Keputusan Barsama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama
antara 2 (dua) Bupali atau pihak instansi pemerintah lsinnya, dalam penyalanggaraan
Pemaerintah Daerah,

11.instruksi Bupati adalah perinlsh dari atasan kepada bawahan untuk mefaksanakan
tugas-tugas pemerintahan atau unfuk melaksanakan peraturan perundang-undangar .
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12. Prosedur penyusunan produk hukum daersh adalah rengkeian kegiatan penyusunan
produk hukum daerah sejak perancanaan sampai dengan peretapan,

13 Produk  hukum deerah adelah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan
Bersams Bupati yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.’ -

14.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya : dissbut Prolegda adalah instrumen
perancanazn program perbentukan produk hukum daersh yang disusun secara
terencana, terpadu dan sistematis,

15.Meteri Muatan Peraturan Parundang-bndangan adgleh maierl yang dimuat dalam
Peraturan Perundang-undangan sesual dengan jenls fungs dan hierarkl Peraturan
Perundang-undangan,

BAB Il
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal2
Produk hukurn daerah bersifet pengaturan (Regeling) dan penetapan (Beschikking).
Pasal 3' l
(1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
melfiputi '
g. Peraturan Daerah;
b, Peraturan Bupati;
¢. Peraturan Barsama Bupali;
d. Perjanjian Barsama,

(2) Produk hukum daergh bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
maliputi :

a. Keputusan Bupati;
b. Keputusan Bersama Bupati
¢. Instruksi Bupati.

: BAB il
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama
Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal ;1

{1) Penyusunan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a ditakukan berdasarkan Program Lagisiasi Daerah (Prolagda);

(2) Program Legislasl Daerah {Prolegda) sebagsimana dimaksud ayat (1) bertujuan
untuk merencanakan secara lerpadu dan sistematis penyusunan Rangangan
Peraturan Daerah sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 5

{1) Pimpinan satuan kefja perangkat dagrah méenyusun draft rencangan produk hukum
daerahy
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{2) Penyusunan draft rancangan produk hukum ‘daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibentuk Tim Antar Satuan Kérja Perangkat Dagrah; i ’

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (z)', dikatuai oleh Pimpinan Sat -
Perangkat Daerah pemrakarsa. P atuan Kerja

Pasal &

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkal Daerah melaporkan perkembangan hasil

penyusunsn drafi rancangan produk hukum daerah kepada Sekretaris Deerah unluk
memperoleh arahan.

Pasal 7

(1) DraR Rancangan produk hukum daerzh sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daereh
terkait;

) Pembahag.an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan
yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkavan den arah pangaturan.

Pasal 8

(1} Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud Pasal 7
harus mendepatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan
keria parangkat daerah pemrakarsa;

{2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrskarsa atau pejabat yang ditunjuk
mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupat| melsiui Sekrataris Dasrah.

Pasal 9

{1) Sekretaris Daerah dapat melekukan perubahan danfatau penyempurnaan terhadap
rancangan produk hukum daerah yang tefeh diparaf koordingsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); _

{2} Perubghan dan/atay penyempumaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpingn satuan karja perangkat
dagrah pemrakarsa untuk ditakukan penyempurnaan;

(3) Hasil penyemplrnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimane dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daarah setelah dilakukan paraf koordinasi
Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja parangkat daerah pemrakarsa;

{4) Hasil penyempurnaan rancangan preduk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat
(3), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan satetah diparaf Sekretaris Dasrah.

Pasal 10

Produk hukum dasrah sebagaimana dimaksud . dalam Pasal 8 ayat {4), khususnya
Rancangan Peraturar Dasrah sebelum ditetapken oleh Bupati disampaikan kepada
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11
(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

datam Pesal 10, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau
pejabat yang ditunjuk olsh Bupati;

{2) Tim Asistensi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas.
| | T8z ]
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Pasal 12

" Pembahasan Rancangan Feraturan Daerah atas inisietif Dewan Perwakilan Rakyat

Dasrah dikoordinasikan oleh Sekretarls Daerah atau Pimpinan Satuan Kerje Perangkat
Daerah yang.terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah dibahas.

Pasal 13

Pembahasan Rafcangan Peraturan Daersh di Dewan Perwakilan Rakyat Daergh, baik
atas inisiatif Pernerintah Dasrah maupun atas inislafif Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah,
dibantuk Tim Asistenst dengan sekretariat berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terkait dengan materi Rencangan Peraturan Daerah dibahas.

Bagian Kedua
Produk Hukum Bersifat Penetapan
Pasal 14

(1) Pimpinan satuan kerja perangkat daarsh menyusun produk hukum daerah yang
bersifat penetapan $esuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,

(2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Sekretarls
Daerah dengan melampirkan peraturan perundang-undangan yang terkait;

{3), Produk hukum deerah sebagaimana dirmaksud ayat (2} oleh Sekretaris Daerah dapat
maerninta paraf koordinesi dangan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 15

{1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14, ditandatangant oleh Bupat setaish mendapat paraf Sakrataris Deerah;

(2) Penanda tanganan produk hukum dssreh yang bersifat penelspen sebegaimana

dimeksud pada ayat (1), depat didsiegasikan kepada Wakil Bupati dan Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah. ‘

' : BAG IV
PENOMORAN AUTENTIFIKAS], PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 16

(1) Penomeran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretarist
Daerah, .

(2) Penomoran produk hukum deerah sebagaimana dimaksud dajam Pasal 3 ayat (1},
menggunakan nomor buiat;

. {3) Penomoran produk hukum daerah sabagaimana dimaksud dalam paéal 3 ayat (2),

menggunakan nomor kode kiasifikasi.

Pasal 17

Produk hukum dalar bantuk Peraturan Daereh yang telah ditetapkan dan diberikan
nomor, harus dlundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 18

Produk hukum daiam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupsti yang telah
ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan datam berita daerah.

Pasal 19

(1) Pengundangan dan Pengumuman Perafuran Daerah den Peraturan Bupati serta
Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilakukan oieh Sekretaris Daerah;
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(2) Pengundangan Peraluran Daerah dan pengumuman Peraturen Bupati serta Peraturan
Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada
Asisten yang membldangi hukum.,

Pasal 20

{1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, sebelum disabar
luasken harus terlebih dahulu ditakukan autentifikasi;
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakukan oish Agisten yang
membidangl Hukum. :
BAB V
PEMBIAYAAN

Pasail 21

Pemblayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah dan stau sumber-sumber pembiayaan lain
yang sah. .
- BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Panggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah ditakukan
oleh Bagian Hukum.
Pasal 23

Sosfallsas! produk hukum dilakukan secara bérsama-sama satuan kerja perangkat deersh
pamrakarsa dengan Bagian Hukum.

Pagal 24 .

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupail Ini, make Peratutan Bupati Dairi Namer 15 Tahun
2005 tenlang Prosedur dan Mekaenisme MNaskah Dinas di Lingkungan Pemarintah
Kabupaten Dair letap berlaku, kecusli Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal

. 8, Pasai 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14.

. BAB VIi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.

Ager setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dalam Berita
Daerah Kabupaten Dairi

apkan di Sidikalang
hadl nggal 12 Nomwber 2007

Diundangkan di Sidikaiang
pada tanggal |2 sloppalxr 2007
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